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 Abstrak. Pada era reformasi, keanekaragaman masyarakat cenderung menjadi 
beban dari pada modal bangsa Indonesia. Hal itu terbukti dengan munculnya 
berbagai persoalan yang sumbernya. Dilihat hubungan dengan keanekaragaman, 
terutama bidang agama. Dalam perspektif keagamaan, ada sebahagian pendapat 
yang menyatakan bahwa semua kelompok agama belum yakin bahwa nilai dasar 
setiap agama adalah toleransi. Akibatnya, yang muncul intoleransi dan konflik. 
Padahal agama bisa menjadi energi positif untuk membangun nilai toleransi guna 
mewujudkan negara yang adil dan sejahtera, sebagaimana yang diamanatkan oleh 
UUD 1945.Hal ini dibuktikan negara dengan adanya jaminan terhadap HAM 
seseorang terutama dalam hal agama, dengan tujuan agar toleransi beragama dapat 
berjalan dengan baik. 
Kata Kunci: Toleransi beragama, HAM, Indonesia  
MUQODIMAH 
 Hak asasi  manusia   atau biasa disingkat HAM merupakan sebuah hal yang 
menjadi keharusan dari sebuah negara untuk menjaminnya dalam konstitusinya. Melalui 
Deklarasi Universal HAM 10 Desember 1948 merupakan tonggak bersejarah berlakunya 
penjaminan hak mengenai manusia sebagai manusia. Sejarah HAM dimulai dari Magna 
Charta di Inggris pada tahun 1252  yang kemudian kemudian berlanjut pada Bill Of 
Rights dan kemudian berpangkal pada DUHAM PBB.  
Dalam konteks keIndonesiaan penegakan HAM masih bisa dibilang kurang 
memuaskan. Banyak faktor yang menyebabkan penegakan HAM di Indonesia terhambat. 
Diketahui, bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani 
yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk 
yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani 
kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan 
untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di sampaing itu, untuk 
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mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab 
atas semua tindakan yang dilakukannya.  
Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang 
melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak 
ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari 
martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun 
mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap 
manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik 
tolak, dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara.  
Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung 
pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang 
dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh 
pertama karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti 
bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang 
lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama 
negara dan pemerintah, Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab 
untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga 
negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Kedua HAM adalah seperangkat hak yang 
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa 
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh 
negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat 
dan martabat manusia. Ketiga Hak yang melekat pada keberadaan manusia ini yang 
kemudian memunculkan konsep kebebasan. Ketika orang membicarakan kebebasan, 
maka sering kali melupakan bahwa ada empat hal tentang kebebasan, yaitu: kebebasan 
beragama dan beribadah, kebebasan berserikat dan berpendapat, kebebasan memperoleh 
kesejahteraan dan kebebasan dari ketakutan dan rasa aman. Meskipun ini semua 
merupakan kebebasan manusia, akan tetapi senyatanya bahwa semua selalu berada di 
dalam koridor hukum, sebab HAM dan kebebasan di era sekarang sesungguhnya terkait 
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dengan hukum (positif). Terkait mengenai kebebasan beragama dan beribadah yang 
akhirnya bermuara pada kehidupan bertoleransi dalam beragama itu sendiri kadangkala 
sering menjadi bersoalan. toleransi beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat 
terlindungi dengan baik. Keduanya tidak dapat diabaikan. Namun yang sering kali terjadi 
adalah penekanan dari salah satunya, yaitu penekanan kebebasan yang mengabaikan 
toleransi, dan usaha untuk merukunkan dengan memaksakan toleransi dengan 
membelenggu kebebasan. Untuk dapat mempersandingkan keduanya, pemahaman yang 
benar mengenai kebebasan bergama dan toleransi beragama merupakan sesuatu yang 
penting. Di dalam kerangka kebebasan beragama, maka ada dua hal yang mesti 
diperhitungkan, yaitu: freedom to be dan freedom to act. Freedom to be terkait dengan 
kebebasan agama yang asasi, yaitu kebebasan menjadi beragama. Di sini maka orang 
bebas untuk mengekspresikan agamanya dalam ranah individunya dan negara tidak bisa 
campur tangan terhadapnya. Misalnya, ketika orang Islam harus menyebut nama 
Tuhannnya dengan sebutan Allah, yang berbeda dengan cara orang Katolik atau Protestan 
menyebutnya atau orang Budha atau Hindu harus menyebutnya. Begitu pula cara orang 
melakukan relasi dengan Tuhannya melalui ritual-ritual agamanya. Semua ini tidak bisa 
diintervensi oleh siapapun termasuk negara. Keempat Akan tetapi yang tidak boleh 
dilupakan adalah freedom to act, yaitu kebebasan yang terkait dengan orang banyak atau 
masyarakat. Di sini maka ada hak dan kewajiban. Orang tidak bisa mengekspressikan 
agamanya di depan orang banyak atau masyarakat dengan semau-maunya. Demikian pula 
apa yang dilakukan juga tidak boleh membuat orang lain sakit hati atau merasa ternodai. 
Di sinilah negara bisa melakukan intervensi, misalnya dalam bentuk aturan perundang-
undangan dan menciptakan kehidupan bertoleransi di Indonesia. Kelima Makanya, empat 
kebebasan di atas juga terkait dengan Undang-Undang, sebab dia tidak berdiri sendiri 
akan tetapi terkait dengan orang lain. Tentang kebebasan berserikat dan berpendapat, 
maka juga di atur oleh Undang-Undang, demikian pula tentang kebebasan memperoleh 
kesejahteraan dan kebebasan akan rasa aman dan dari ketakutan.  
Dan yang paling krusial tentu saja adalah tentang kebebasan beragama dan 
toleransi beragama. Dari latarbelakang diataslah penulis mencoba membahas persoalan 
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mengenai toleransi beragama dalam perspektif HAM di Indonesia dengan batasan 
masalahnya mengenai bagaimana toleransi beragama dalam perspektif HAM dan 
bagaimana toleransi beragama di Indonesia  Setiap agama memiliki substansi kebenaran, 
dalam filsafat prenial, konsep dalam wacana filosofis yang berbicara banyak tentang sifat 
Allah sebagai makhluk absolut adalah sumber dari semua sumber keberadaan. Sehingga 
semua agama selestial berasal dari satu bentuk, atau keberadaan penglihatan bersama 
menghubungkan kembali manusia yang baik dalam realitas eksoteris agama-agama. Islam 
mengajak umatnya untuk selalu membangun kehidupan yang harmonis antara sesama 
manusia. Islam adalah agama yang penuh toleransi. Toleransi dalam Islam tidak hanya 
ditemukan dalam ajarannya secara tekstual, tetapi juga telah menjadi karakter dan 
karakter hampir semua Muslim dari zaman Muhammad hingga saat ini. 
Pendidikan dan bimbingan multikulturalisme di antara para instruktur dan 
penyiar agama, untuk siswa madrasah dan pesantren, dan juga bagi siswa yang akan 
menjadi aktivis dalam bimbingan agama bagi masyarakat. Pendidikan multikulturalisme 
pada dasarnya membiasakan para pemimpin agama untuk dapat menghargai perbedaan, 
termasuk menghormati para penganut agama yang berbeda dari diri mereka sendiri, 
dengan menekankan bahwa menghargai keragaman adalah bagian dari ajaran agama. 
Dialog dengan mereka yang diindikasikan memiliki radikalisme, mereka yang selalu 
cenderung egois dan takfiri, tidak mempercayai mereka yang tidak setuju dengan mereka, 
seringkali eksklusif dan harus diundang untuk berdialog oleh forum yang didirikan oleh 
pemerintah ini, karena forum tersebut memiliki otoritas untuk menjangkau semua 
kelompok sosial. 
Mengoptimalkan media dengan membuat media elektronik yang menjangkau 
banyak orang dengan program-program yang menjelaskan keharmonisan, pentingnya 
keharmonisan, multikulturalisme, dan berbagai pandangan konstruktif untuk membangun 
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Pengertian toleransi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah toleran berarti bersifat 
atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian 
(pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau bertentangan 
dengan pendirian sendiri. Sedangkan toleransi yaitu sifat atau sikap toleran; batas ukur 
untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Secara etimologi atau 
bahasa, toleransi berasal dari kata tolerance/ tolerantion yaitu suatu sikap yang 
membiarkan dan lapang dada terhadap perbedaan orang lain, baik pada masalah pendapat 
(opinion) agama kepercayaan atau segi ekonomi, sosial, dan politik. Di dalam bahasa 
Arab mempunyai persamaan makna dengan kata tasamuh dari lafadz samaha (حمس  (yang 
artinya ampun, maaf, dan lapang dada. 
 Dalam dewan Ensiklopedia Nasional Indonesia(2008:1538),  menyatakan bahwa 
toleransi beragama adalah sikap bersedia menerima keberagamaan dan keanekaragaman 
agama yang dianut dan kepercayaan yang dihayati oleh pihak atau golongan agama atau 
kepercayaan lain. Hal ini dapat terjadi dikarenakan keberadaan atau eksistensi suatu 
golongan agama atau kepercayaan yang diakui dan dihormati oleh pihak lain. Pengakuan 
tersebut tidak terbatas pada persamaan derajad pada tatanan kenegaraan, tatanan 
kemasyarakatan maupun dihadapan Tuhan Yang Maha Esa tetapi juga 
perbedaanperbedaan dalam penghayatan dan peribadatannya yang sesuai dengan dasar 
Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.  Menurut W. J. S. Poerwadarminto dalam "Kamus 
Umum Bahasa Indonesia" toleransi adalah sikap/sifat menenggang berupa menghargai 
serta memperbolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang 
lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri. 
KESIMPULAN 
Keragaman adalah variasi pada berbagai kombinasi elemen demokrasi sumber 
daya manusia, organisasi, komunitas, komunitas dan budaya. Sedangkan keberagaman 
berasal dari kata agama. Dalam arti agama ada 3 unsur, yaitu manusia, perbudakan dan 
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Tuhan. Kemudian suatu pemahaman atau ajaran yang mengandung tiga unsur dasar 
pemahaman bisa disebut agama. 
Agama Islam menanamkan konsep bahwa pluralitas, toleransi, dan 
multikulturalisme adalah kondisi yang harus dihormati dalam kehidupan sosial. 
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, salah satu contoh nyata di sekitar kita 
adalah perbedaan agama. Sebagai Muslim yang baik dan saleh, dalam masyarakat kita 
harus saling membantu dalam kebaikan. Namun, tentu saja kita harus mampu mengatasi 
arah tindakan kita dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama non-Muslim tanpa 
melintasi batas-batas hukum dalam Islam. 
Pembelajaran multikultural memberikan tawaran alternatif melalui model 
pembelajaran yang didasarkan pada penggunaan keragaman di masyarakat, terutama yang 
ada pada siswa seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, 
kemampuan, usia dan ras. Model pembelajaran ini tidak hanya bertujuan untuk 
memudahkan siswa untuk mempelajari pelajaran yang dijelaskan, tetapi juga untuk 
meningkatkan kesadaran mereka sehingga mereka selalu berperilaku humanis, pluralis, 
dan demokratis. Dengan demikian keberadaan pendidikan multikultural diharapkan dapat 
menciptakan fleksibilitas mental suatu bangsa dalam menghadapi konflik konflik untuk 
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